BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Utara merupakan instansi yang bergerak di bidang jasa.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.SAP berbasis akrual tercantum dalam Lampiran I PP 71 Tahun 2010. Dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusatsesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi PemerintahanBerbasis Akrual mulai tahun anggaran 2015
Sehubungan dengan itu maka setiap Kantor Pemerintahan Pusat maupun Daerahmelakukan perjalanan dinas untuk  meningkatkan mutu kinerja pimpinan serta karyawannya. Adapun manfaat perjalanan dinas secara umum antara lain untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor yang berkaitan atau berhubungan dengan kegiatan kantor pemerintahan tersebut. Perjalanan dinas sendiri dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan oleh pimpinan atau karyawan untuk melakukan kegiatan dinas. Perjalanan dinasKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas. 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Utara seringkali mengadakan perjalanan dinas bagi Kepala Divisi serta Kepala Bagian ataupun karyawan–karyawannya. Terdapat 2 (dua) macam perjalanan dinasKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Utara antara lain perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri. Perjalanan dinas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Utara dilakukan untuk keperluan mengikuti pendidikan dan pelatihan, detasering, kunjungan dinas. 
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui Perjalanan Dinas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Utara dan membahas masalah diatas untuk Laporan Akhir Praktek dengan judul “AKUNTANSI BELANJA PERJALANAN DINAS PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA”







1.2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana prosedurakuntansi perjalanan dinas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukm HAM Sulawesi Utara ?
1. 3. Tujuan Penulisan
Dari uraian rumusan masalah diatas, oleh sebab itu penulis memiliki tujuan penulisan ini sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur akuntansi perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Utara.
1.4. Manfaat Penulisan
Setelah melakukan penulisan ini, ada manfaat yang dapat diperoleh beberapa pihak dari penulisan ini sebagai berikut: 
a. Bagi penulis 
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaanperjalanan dinas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Utara.

b. Bagi Instansi
Untuk memberi masukkan kepadaKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Utara agar lebih efektif dan menjadi acuan kepada karyawan agar dapat melakukan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan atau syarat yang telah ditentukan. 
c. Bagi Universitas 
Untuk menambah informasi kepada mahasiswa dan sebagai referensi bagi mahasiswa untuk penulisan yang sejenis.

1.5. Metode Analisa Data
Metode analisa data yang digunakan adalah metode  deskriptif  komparatif  yaitu menggambarkan, menguraikan, menjelaskan suatu praktek akuntansi  dan atau praktek perpajakan dan membandingkan dengan  standar yang berkaitan dengan materi.
1.6. Deskripsi Umum Entitas
1.6.1. Sejarah Singkat Kantor  Wilayah Departemen  Hukum dan HAM Sulawesi Utara.
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan keputusan Presiden R.I No. 64 Tahun 2004 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja instansi  vertical dilingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Sebelumnya pada tahun 1982 bernama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Utara dan Tengah berdasarkan Keputusan Presiden R.I No. 44 dan 45 tahun 1984, meliputi Wilayah Hukum Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Kemudian pada tahun 1984 terjadi pemisahan Wilayah Hukum yaitu dengan dibentuknya beberapa Kantor Wilayah diseluruh Indonesia di antaranya Kantor Wilayah Departemen Keahakiman Sulawesi Tengah.
	Selanjutnya Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dirubah namanya menjadi Kantor Wilayah Hukum dan Perundang undangan tahun 1999, kemudian tahun 2000 terjadi perubahan nomen kelatur Departemen Hukum dan Perundang undangan diubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sehingga di Propinsi Seluruh Indonesia nomen kelaturnya menjadi Koantor Wilaah Departemen Kahikaman  dan Hak Asasi Manusi. Tahun 2003 dibentuk Kantor wilayah Departemen Kahakiman dan Hak Asasi Manusia Gorontalo dengan demikian terjadi pemisahan Wilayah Hukum Sulawesi Utara dengan Gorontalo karena adanya pemekaran Wilayah Propinsi.Kemudian tahun 2005 terjadi lagi perubahan dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menjadi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara.Dan tahun 2009 nomen klatur Departemen Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Dari tahun 1982 sampai dengan sekarang Kantor Wilayah dipimpin oleh 16 (enam belas) Kepala Kantor Wilayah yaitu :
1. Drs. Elieser Sumlang
13 Mei 1982 sampai dengan 16 Maret 1988
2. Drs. Sugiantoro
17 Maret 1988 sampai dengan 11 Juni 1990
3. Drs. Ignatius Maria Sudarwo
12 Juni 1990 sampai dengan 14 Agustus 1994
4. Drs. Ignatius Sugiarto
15 Agustus 1994 sampai dengan 4 Maret 1997
5. Drs. Fredi Gerung
22 September 1997 sampai dengan 6 Agustus 1999
6. Laurensius Sukanto, SH.
7 Agustus 1999 sampai dengan 22 Desember 2000
7. Drs. Sugianto Gagakwibowo
22 Desember 2000 sampai dengan 4 April 2003
8. Drs. H, Syamsul Bachri, SH.
4 April 2003 sampai dengan 18 Maret 2008
9. D. Bambang Untung S, SH.
18 Maret 2008 samapi dengan 10 Pebuari 2009
10. Haji Mohamad Arsani, SH.
10Pebauri 2009 sampai dengan 31 Mei 2010
11. Toman Hutagalung, SH.
1 Juni 2010 sampai dengan 31 Maret 2011
12. Drs. Mochamad Sueb, Bc. IP, MH.
1 April 2011sampai dengan 24 November 2011
13. Y. Ambeg Paramarta, SH.M.Si
24 November 2011 sampai dengan 16 Juli 2012
14. Drs. Juliasman Purba. M.Si
16 Juli 2012 sampai dengan 5 September 2013
15. Drs. Andi Dahrif Rafied, M.Si
5 September 2014sampai dengan 20 Juni 2015
16. Drs. Rusman Siregar, SH., MH.
Juni 2015 sampai dengan November 2015
17. Dr. Sudirman D. Hury


November 2015 sampai sekarang
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[image: struktur-organisasi]1.6.2.  Struktur  Organisasi
1.6.3. Job Deskripsi
Penjelasan tugas dan tanggung jawabdari masing-masing bagian tersebut adalah
1. Tugas Kepala Kantor Wilayah adalah Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas para kepala Divisi
2. Kepala Divisi Adminsitrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan kantor wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh sekertaris jenderal.
Divisi Administrasi Terdiri Atas :
a. Bagian Program dan Pelaporan
Mempunyai Tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran pengolahan dan penyajian data, pemberian informasi dan komunikasi, protokoler, kehumasan, dan hubungan antar lembaga serta evaluasi dan laporan.
Bagian program dan pelaporan terdri atas:
· Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan,dan anggaran
· Subbagian penyusunan pelaporan,hubungan masyarakat, dan Teknologi informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, penyiapan bahan evaluasi, dan penyusunan laporan serta protokoler, kehumasan, hubungan antarlembaga, pelayanan pengaduan,dan pengelolaan teknologi informasi.
b. Bagian Umum
Mempunyai Tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, dan perlengkapan serta tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Umum terdiri atas :
· [image: struktur-organisasi]Subbagian kepegawaian dan Tata usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan tata usaha dan pengelolaan urusan kepegawaian.
· Subbagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, perlengkapan, dan Rumah Tangga.
3. Kepala Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas direktorat jenderal pemasyarakatan di wilayah.
Divisi Pemasyarakatan terdiri atas :
a. Bidang Pembinaan, bimbingan pemasyarakatan, pengentasan Anak, informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama,pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, serta informasi dan komunikasi.
Bidang Pembinaan, bimbingan pemasyarakatan, pengentasan Anak, informasi dan Komunikasi terdiri atas :
· Subbidang pembinaan,bimbingan pemasyarakatan dan pengentasan anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan dan pengentasan anak
· Subbidang Registrasi, Informasi, dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang registrasi serta informasi dan komunikasi.
b. Bidang Kemanan, Kesehatan, Perawatan Narapidana/Tahanan, dan pengeloalaan benda sitaan dan barang rampasan negara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidangkeamanan,kesehatan,dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.
Bidang Keamanan, Kesehatan, Perawatan Narapidana/Tahanan, dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara terdiri atas :
· Subbidang Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pngendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan keamanan dan pelayanan pengaduan.
· Subbidang perawatan narapidana/tahanan, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan kesehatan dan perawatan narapidana/tahanan serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.
4. Kepala Divisi Keimigrasian mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jendral Imigrasi di Wilayah.
Divisi Keimigrasian Terdiri atas :
a. Bidang lalu Lintas dan izin tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang dokumen perlintasan, tempat pemeriksaan imigrasi, izin tinggal keimigrasian dan status kewarganegaraan.
Bidang lalu Lintas dan izin tinggal Keimigrasian Terdiri atas :
· Subbidang Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta punyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian dan tempat pemeriksaan imigrasi.
· Subbidang izin tinggal dan status keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang izin tinggal orang asing dan status kewarganegaraan.
b. Bidang intelijen, penindakan, informasi dan sarana komunikasi keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen keimigrasian, penindakan keimigrasian, serta informasi dan sarana komunikasi keimigrasian.
Bidang intelijen, penindakan, informasi dan sarana komunikasi keimigrasian terdiri atas :
· Subbidang Intelijen dan penindakan keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, penindakan keimigrasian, dan rumah ditensi imigrasi
· Subbidang Informasi dan sarana komunikasi keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, serta evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian.
5. Kepala Divisi Playanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal atau badan terkait di wilayah.
Divisi pelayanan Hukum dan hak Asasi Manusia terdiri atas :
a. Bidang pelayanan Hukum mempuyai tugas melaksanakan pembinaan  dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, penyuluhan hukum dan bantuan hukum, serta pengembangan penyuluhan hukum di Wilayah.
Bidang pelayanan Hukum Terdiri atas :
· Subbidang pelayanan administrasi Hukum umum dan hak Kekayaan intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan notaris, kewarganegaraan, pengkoordinasian masalah partai politik, penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penyidikan di bidang hak kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil serta pemantauan pelaksanaan tugas balai harta peninggalan.
· Subbidang penyuluhan Hukum dan bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum dan bantuan hukum serta pengembangan penyuluh hukum di wilayah.
b. Bidang Hukum mempunyai Tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah, serta bimbingan teknis.

Bidang Hukum terdiri atas :
· Subbidang fasilitasi pembentukan produk hukum daerah mempunyai Tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan  dan pengendalian tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi penyusunan program legislasi daerah dan naskah akademi, fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerahserta permasalahan hukum, pengkajian atau penelitian hukum, mediasi dan konsultasi, inventarisasi produk hukum daerah, serta pengembangan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah
· Subbidang Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum, konsultasi dokumentasi dan informasi hukum dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten/ Kota.
c. Bidang Hak Asasi Manusia Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang deseminasi, penguatan, pelayanan komunikasi masyarakat, penyusunan profil pembangunan hak asasi manusia, pengkajian dan penelitian, serta sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia.
Bidang Hak Asasi Manusia terdiri atas :
· Subbidang pemajuan hak asasi manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi, penguatan, serta sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia.
· Subbidang Pelayanan, Pengkajian, dan Informasi Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan komunikasi masyarakat dan pengkajian penelitian hak asasi manusia serta penyusunan profil pembangunan hak asasi manusia.

1.6.4. Aktivitas Usaha
[bookmark: _GoBack]Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Utara bergerak di bidang Jasa . Meliputi pelayanan hukum bagi masyarakat Sulawesi Utara.
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